PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 170/188.344/13/IX/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan
rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapat
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan
bersama paling lambat minggu kedua bulan September
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan
pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran
Pemerintah  Daerah, serta sudah  menghasilkan
persetujuan;

c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat . 1. Undang-Undang ' Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);



Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

0,

11,

L.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
tanggal 07 September 2020;

. Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka tanggal 14 September 2020

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka, dengan
ringkasan sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah Rp. 1.136.698.297.496,00
B. Belanja Daerah Rp. 1.266.584.188.897,23
terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung Rp. 642.764.428.090,01
- Belanja Langsung Rp. 623.819.760.807,22
Defisit Rp. (129.885.891.401,23)
C. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 130.393.875.401,23
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 507.984.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 129.885.891.401,23

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) 0,00



Kedua . Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati,
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku.

Ketiga :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
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